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BAB VI 

PENUTUP 

 

1.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pengawasan keuangan yang 

dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Nagekeo terhadap Program Kegiatan 

DAK Fisik Peningkatan Jalan di Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2019 

maka, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Monitoring dan evaluasi. Dalam tahap ini sudah terlaksana dengan baik, 

dimana terlaksananya pemantau terhadap pelaksanaan kegiatan hingga 

Penilaian dan mengevaluasi atas efektivitas suatu program/kegiatan. 

2. Reviu. Pada tahap ini pencairan dana DAK sudah sesuai dengan ketentuan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia (Peraturan Direktur Jenderal 

Perimbangan Keuangan Nomor: PER-6/PK/2018). 

3. Audit. Pada tahap ini Inspektorat Kabupaten Nagekeo belum melakukan 

kegiatan audit atas DAK Fisik peningkatan/pembangunan Jalan Tahun 

Anggaran 2019. 

4. Tindak Lanjut hasil reviu dan hasil audit. Pada tahap ini tindak lanjut hasil 

reviu sudah dilakukan seiring kegiatan reviu berjalan, sedangkan hasil 

audit belum ada tindak lanjut , karena kegiatan audit belum dilaksanakan. 

 

1.2 SARAN 

1. Pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo, melalui Inspektorat Kabupaten 

Nagekeo diharapkan mampu melakukan pengawasan dengan baik, agar 
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setiap tahap pengawasan berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

2. Dana yang digunakan untuk pelaksanaan pemanfaatan DAK Fisik 

seharusnya digunakan dan dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah 

sesuai dengan prioritas dan perencanaan pada kegiatan peningkatan jalan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya agar menjadi acuan dan informasi tambahan 

dalam meneliti pelaksanaan pengawasan keuangan program kegiatan DAK 

Fisik peningkatan Jalan pada Inspektorat Kabupaten Nagekeo.
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